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SALINAN 

  

 

 
BUPATI PULAU MOROTAI 

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR 40 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, 

PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

Serentak Kabupaten Pulau Morotai  yang berkualitas dan 

demokratis serta aman dari penyebaran wabah Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu  penerapan 

protokol kesehatan dan vaksinasi bagi calon kepala desa, 

panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan masyarakat  

guna pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Pulau Morotai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa 

Serentak. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan  Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4937); 

4.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 

99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1221); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

326); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan  Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 592); 

15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31); 

16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala 

Desa Serentak agar penyelenggaraan lebih efektif, efisien 

dan professional (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai 

Tahun 2019 Nomor 30); 

17. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan 

Kepala Desa Serentak agar penyelenggaraan lebih efektif, 

efisien dan professional (Berita Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Tahun 2021 Nomor 10); 

18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan 

Pelantikan Kepala Desa Serentak agar penyelenggaraan 

lebih efektif, efisien dan professional (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 30). 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 30 

TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, 

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA 

SERENTAK. 
 

Pasal I 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) yang telah beberapa kali 

diubah dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan 

Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Tahun 2021 Nomor 10); 

b. Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 30). 

c. Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 31). 

 

diubah sebagai berikut: 

1. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IIA 
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KONDISI  

BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 

 
2. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

51A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 51A 

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a  sampai  dengan  huruf e dalam  kondisi  

bencana non alam  Corona  Virus  Disease 2019  harus dilakukan  

dengan penerapan protokol kesehatan dan Vaksinasi. 
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(2) Penerapan protokol  kesehatan dan Vaksinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur 

pelaksana dan masyarakat wajib pilih dengan suhu badan paling 

tinggi 37 º C (tiga piluh tujuh derajat celcius); 

b. menggunakan masker  yang  menutupi  hidung dan mulut hingga 

dagu  dan/atau  dengan  pelindung  wajah  serta   sarung   

tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan 

pemilih; 

c. penyediaan  tempat  sampah tertutup di TPS untuk pembuangan 

sarung tangan sekali pakai; 

d. tidak  melakukan  jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga 

jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter; 

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar 

ruangan; 

f. penyediaan  tempat  cuci  tangan  sabun dan air mengalir serta  

hand sanitizer ditempat penyelenggaraan; 

g. panitia dan pemilih  membawa alat tulis masing-masing; 

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan 

penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; 

i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga 

jarak; 

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan 

darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel 

yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari 

satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa;  

k. bagi unsur pelaksana dan masyarakat pemilih, wajib sudah di 

vaksin Covid-19 dengan menunjukkan bukti vaksinasi atau surat 

keterangan tidak bisa divaksin dari dokter yang berwenang. 

l. Protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 dan 

Vaksinasi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati. 

(3) Penerapan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

persyaratan dalam kegiatan Pemungutan Suara pada Pemilihan 

Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai. 

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan 

minimal 90% (sembilan puluh persen) untuk Vaksinasi Tahap 

pertama dan 70% (tujuh puluh persen) minimal untuk Vaksinasi 

tahap kedua. 
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(5) Desa-desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dapat dilaksanakan pemungutan suara dan ditetapkan 

dengan keputusan Bupati, dan bagi yang belum memenuhi 

persyaratan maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai 

jumlah persyaratan dimaksud terpenuhi. 

(6) Persyaratan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

bertujuan untuk perlindungan dan kekebalan kelompok masyarakat 

(herd immunity) dari Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai. 

 

 
 

Ditetapkan di Morotai Selatan                    
pada tanggal 15 November 2021 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

 

ttd 
 

 

        BENNY LAOS 

 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 17 November 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PULAU MOROTAI, 

 

ttd 
 

 

      ANDRIAS THOMAS 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 40 

 

 


